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Abstrak. Fenomena penggunaan media massa sebagai alat politik dalam pertarungan Pilkada 
ditingkat lokal telah mempengaruhi ragam pemberitaan baik dalam media konvensional 
maupun media digital. Berbagai bentuk pencitraan yang berlebihan, tendensi terhadap lawan 
politik maupun upaya pengalihan subtansi pemberitaan acapkali mewarnai teks pemberitaan 
pada proses Pilkada. Pada situasi ini, jurnalis wajib memiliki kepekaan dalam 
mengimplemetasikan kode etik yang mengikat profesi yang dijalankannya. Penelitian 
kualitatif ini mencoba untuk menggambarkan dan menjabarkan bagaimana para jurnalis 
dalam mengimplementasikan KEJ dalam Pemberitaan Pilkada Bengkulu. Hasil penelitian 
menunjukkan, adanya fenomena yang menunjukkan ketidakberimbangan jurnalis dalam 
pemberitaan dengan  mengarahkan teks berita terhadap calon pasangan tertentu meski pada 
bagian lain terdapat pula jurnalis yang masih menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan 
tidak meletakkan keberpihakan baik kepada aktor politik tertentu dalam proses Pilkada di 
daerah Bengkulu. 
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Abstract. The phenomenon of using mass media as a political tool in regional election battles 
at the local level has influenced the variety of coverage in both conventional and digital 
media. Various forms of exaggerated imagery, tendencies towards political opponents as well 
as efforts to divert the substance of the news often color the news texts in the Pilkada process. 
In this situation, journalists are required to have sensitivity in implementing a code of ethics 
that binds the profession they are running. This qualitative research tries to describe and 
describe how journalists implement the KEJ in Bengkulu Pilkada reporting. The results 
showed that there was a phenomenon that showed journalists' imbalance in reporting by 
directing news texts towards certain candidate pairs even though in other parts there were 
journalists who still upheld the Journalistic Code of Ethics by not taking good sides with 
certain political actors in the Pilkada process in the Bengkulu area. 
Keywords: Implementation of KEJ, News, Pilkada Bengkulu. 
 
PENDAHULUAN    
Sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Pers No 40 Tahun 1999 pada awal 
reformasi, pers di Indonesia dapat merasakan kembali kemerdekaan dalam menyampaikan 
informasi kepada masyarakat. Kebebasan dalam proses peliputan dan memperoleh serta 
menyebarkan informasi tersebut ditandai dengan munculnya berbagai media baik cetak 
maupun elektronik yang tumbuh subur di seluruh Indonesia, kebebasan tersebut turut 
dilatarbelakangi setelah pemerintah kala itu mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers 
(SIUPP) yang pada era pemerintahan Soeharto mempersulit ruang gerak penerbitan pers itu 
sendiri. Dengan diundangkannya peraturan Pers No 40 tahun 1999 turut serta mempermudah 
wartawan dalam menjalankan kegiatan kejurnalistikannya yang pada gilirannya berdampak 
terhadap berkembangnya profesi  kewartawanan hingga saat ini. 
Era reformasi ikut merubah sistem pemerintahan yang ada, kekuasan dan wewenang 




daerah diberikan keleluasaan untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Otonomi 
daerah turut mendorong pertumbuhan politik lokal, pemilihan kepala daerah baik gubernur, 
walikota serta bupati ditentukan melalui partisipasi masyarakat, pemilih akan menentukan 
sendiri siapa yang akan memimpin daerahnya. Proses pemilihan kepala daerah tentu 
melibatkan semua pihak dan tak terkecuali lembaga pers, pers memiliki tanggung jawab yang 
tinggi dalam mengawasi setiap proses kebijakan politik lokal sebagai bentuk dari 
implementasi kehadiran pers sebagai kekuatan keempat dalam menjaga serta melaksanakan 
fungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial sebagaimana sejalan dengan 
prinsip good governance berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 
Pers memiliki peran yang sangat besar dalam ikut membangun proses berbangsa dan 
bernegara yang demokratis. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan 
Indonesia perlu menyadari adanya kepentingan berbangsa dan bernegara, keragaman 
masyarakat, tanggung jawab sosial, sehingga perlunya kehati-hatian, kemampuan yang 
memadai dan yang tak kalah pentingnya adalah pemahaman dan ketaatan terhadap etika 
jurnalistik (Dewan Pers (2013:ix)). 
Kode etik jurnalistik merupakan pegangan wajib bagi seorang wartawan dalam 
menjalankan kegiatan kejurnalistikannya. Dengan pedoman yang telah disepakati dan 
menjadi acuan wajib selayaknya wartawan tidak mengalami kesulitan dalam mewujudkan 
kemerdekaan pers dengan selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat banyak. 
Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 1 bahwa wartawan Indonesia 
bersikap independen, menghasilkan berita akurat berimbang dan tidak beritikad buruk. 
Fenomena keterlibatan wartawan dalam pertarungan politik lokal tidak dapat 
dipungkiri. Menurut Jimmy Silalahi, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers menyatakan 
bahwa sejauh mana keterlibatan media pers dalam pilkada. Pasal 3 UU No.40 tahun 1999 
tentang Pers berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Artinya, selain mem-beri informasi,  pers berperan 
untuk mengedukasi masyarakat, termasuk dalam momen penting Pilkada. Menurut sejumlah 
praktisi pers, berita terkait pasangan calon kepala daerah lebih menarik ketimbang hal lainnya 
di Pilkada. Menurut mereka, masyarakat lebih senang membaca, mendengar dan menonton 
isu terkait pasangan calon kepala daerah. Disamping itu, iklan dukungan dari banyak pihak 
terhadap pasangan calon kepala daerah juga memenuhi kolom koran dan portal berita lokal. 
Memang, saat-saat seperti inilah terjadi “masa panen pilkada”, yakni panen berita dan panen 
iklan Pilkada.  
Dalam pemberitaannya, beritasatu.com menuliskan bahwa Ketua Dewan Pers, 
Mohammad Nuh meminta media atau pers bersikap dan bertindak independen dalam Pilkada 
Serentak 2020. Sementara itu disisi lain, profesionalisme jurnalis lokal belum menunjukkan 
perkembangan yang menggembirakan secara signifikan. Thariq (2018:95). Demikian juga 
penerapan etika jurnalistik di media-media online pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 
belum optimal. Santoso ( 2018:203). Untuk diketahui bahwa 9 Desember 2020, Indonesia 
akan merayakan pesta demokrasi dengan mengadakan pemilihan langsung sebanyak 270 
daerah dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur), 37 Kota (Walikota) dan 224 Kabupaten 
(Bupati) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Propinsi Bengkulu merupakan salah 
satu propinsi yang ikut serta dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, pilkada kali ini 
dikuti 22 pasangan yang terdiri dari pilkada Provinsi Bengkulu 2 pasangan, kabupaten 
Bengkulu Selatan 4 pasangan, Kabupaten Seluma 3 pasangan, Kabupaten Kaur 2 pasangan, 
Kabupaten Rejang Lebong 4 pasangan, Kabupaten Lebong 4 pasangan, Kabupaten Muko-
Muko 2 pasangan serta Kabupaten Bengkulu Utara 1 pasangan atau calon tunggal. 
Keterlibatan wartawan melalui pemberitaan pemilihan kepala daerah memerlukan 
objektifitas dalam menyampaikan informasi yang utuh dan berimbang, keobjektifitasan 
wartawan menjadi bagian utama dalam penerapan kode etik jurnalitik sebagai pegangan 




merupakan proses menjaga perjalanan arah demokrasi menjadi lebih baik sementara di sisi 
lain diperlukan kenetralan wartawan dalam setiap pemberitaan yang diperoleh berdasarkan 
hasil liputannya harus djengan meyampaikan teks pemberitaan secara netral melalui 
pelaporan fakta dan data yang valid tanpa intervensi tangan kekuasaan. 
Mengenai pemberitaan politik dalam proses pemilihan kepala daerah, salah satu 
wartawan media online Bengkulu Dwinka mengatakan bahwa dalam pemberitaannya ada 
wartawan yang cenderung menyiarkan berita atau informasi yang tidak berimbang serta 
beritikad tidak baik dan hal tersebut terjadi karena kepentingan dari perusahaan masing-
masing wartawan tersebut. Salah satu contoh pada saat pemilihan anggota legislatif yang lalu, 
ada pimpinan media yang mencalonkan diri untuk terjun ke dunia politik, karena itu dapat 
dipastikan berita yang dimuat oleh media tersebut tidak lagi berimbang. Berdasarkan 
fenomena-fenomena pemberitaan politik ditingkat lokal maka perlu untuk diketahui 
bagaimana aktivitas peliputan wartawan dalam pemberitaan pilkada di Kota Bengkulu 
melalui implementasi penerapan Kode Etik Jurnalistik.  
 
METODE PENELITIAN   
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1998:34)  
berpendapat bahwa “Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu prosedur penelitian yang  
menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tulisan, atau lisan dari orang–orang dan 
perilaku yang diamati. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi–informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat antara kaitan–kaitan yang ada. 
Penelitian dengan sifat deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak  mencari  
atau tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi penelitian 
deskriptif ini dilakukan berusaha untuk menggambarkan dan menjabarkan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Pers merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam ikut serta 
mencerdaskan, menginformasikan serta membangun kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa 
yang baik, hanya dapat terlaksana jika pers mampu memahami tanggung jawab profesinya 
serta norma hukum, oleh karena itu, pers dituntut meningkatkan peranannya sebagai 
penyebar informasi yang objektif, dapat menyampaikan aspirasi rakyat, memperluas peran 
komunikasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. 
Lebih dari itu, pers harus dapat  melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang dapat 
menimbulkan gejala-gejala yang bisa memunculkan persoalan negatif. 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah prinsip yang terpatri dari hati nurani setiap jurnalis 
sebagai profesi yang mulia, sehingga dalam setiap tindakan dan perbuatan, seorang jurnalis 
tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya keberadaan kode etik 
sendiri akan membatasi setiap kegiatan jurnalis agar berjalan sebagaimana mestinya, dimana 
batasan yang paling utama adalah mengatur bagaimana seorang jurnalis harus bertindak 
sesuai dengan hati nuraninya yang berpegang pada kode etik jurnalistik itu sendiri. Terkait 
pemahaman jurnalis dalam kode etik jurnalistik dapat dipahami seperti hasil wawancara 
dengan Fajril Rizki Kakanda,  jurnalis media Tuntas Online: 
“Saya mengetahui apa itu KEJ, KEJ terdiri dari 11 pasal, yang seharusnya 
menjadi pedoman wartawan untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Untuk 
menjadi batasan-batasan bagi wartawan karena ada beberapa sisi yang tidak 
boleh dilakukan oleh wartawan, jika tidak dibatasi otomatis media akan 
berbuat semena-mena.” 
Sementara Tri Yulianti jurnalis rmolbengkulu.com mengatakan : 
“KEJ dimana seorang wartawan mengetahui aturan dalam menjalankan suatu 
profesi jurnalis sehingga KEJ menjadi pedoman bagi setiap jurnalis ketika 




pedoman seorang jurnalis maka dari itu seorang jurnalis perlu memahami 
adanya KEJ dalam peliputan atau pencarian berita. KEJ sangat berhubungan 
dengan profesi jurnalis karena apabila tidak ada KEJ maka terjadilah sesuatu 
yang tidak diinginkan seperti adanya berita hoax, maka dari itu sangat 
diperlukan di dalam profesi jurnalis adanya KEJ agar menjadi pedoman dan 
landasan bagi jurnalis dalam penulisan berita. Saya dalam melakukan profesi 
jurnalis sangat berpedoman dengan KEJ” 
Yudha Tri Atmaja, jurnalis Bengkulu Ekspress Televisi mengungkapkan 
“KEJ itu sangat dibutuhkan karena itu harus dijadikan pedoman untuk terjun 
ke dalam dunia jurnalistik. Profesi jurnalis harus berpegang teguh pada KEJ, 
dan itu sangat diperlukan karena memang seorang jurnalis menurut saya 
pribadi, jika tidak memegang teguh KEJ dia belum menjadi seorang jurnalis 
sejati.” 
Mengenai Kode Etik Jurnalistik Edwar dari TVRI menjelaskan, memang bukan 
hukum ataupun Undang-Undang, KEJ membuat peraturan yang bersifat mengikat. Profesi 
jurnalis dalam mencari sebuah berita harus berpatokan pada KEJ. KEJ itu sama seperti 
rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara. KEJ merupakan standar yang harus dipahami. 
Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa, Kode Etik Jurnalistik dapat dipahami 
oleh wartawan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kejurnalistikan, kode etik 
jurnalistik menjadi tujuan utama dari rumusan etika dalam profesi jurnalis, dimana standar 
kode etik jurnalistik menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan 
masyarakat umum. Kode etik jurnalistik juga membantu para jurnalis dalam menentukan apa 
yang harus mereka perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka. Selain itu, kode 
etik jurnalistik dapat menjadi acuan dalam proses peliputan. 
Perkembangan dunia jurnalistik kini mengalami kemajuan yang sangat pesat, 
pertumbuhan dan perkembangan internet ikut mendorong bermunculnya portal-portal 
pemberitaan yang secara langsung dapat memberikan ruang bagi para jurnalis untuk dapat 
meyampaikan informasi kepada khalayak. Perkembangan portal semakin tumbuh di daerah-
daerah, kemudahan izin pendirian perusaan pers mendorong para jurnalis untuk 
memberitakan suatu peristiwa melalui portal pemberitaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, 
munculnya beragam portal berita acapkali digunakan oleh oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab dalam peliputan. Masih ada saja oknum yang tidak mengikut aturan dan 
etika jurnalistik sehingga hal ini masih juga memberi sedikit dampak buruk pada jurnalistik 
Indonesia. Fenomena ini menjadi pelik ketika banyak jurnalis menambrak aturan yang 
terkait kegiatan kejurnalistikan. 
Dwinka Kurniawan   jurnalis Nusantaraterkini.com menjelaskan 
“Fenomena jurnalis saat ini dianggap ada yang tidak profesional, banyak kejadian 
wartawan atau reporter itu tidak menerapkan KEJ ketika melaksanakan kegiatan 
jurnalis. Sebagian masih bersikap independen dan sebagian tidak. Di kota Bengkulu 
sendiri saya melihat dan sering membaca berita menyiarkan atau memberikan 
informasi tidak berimbang dan tidak beritikad baik, tergantung kepentingan 
perusahaan masing-masing. Sebagian ada yang menguji informasi untuk menjaga 
pemberitaan yang berimbang ini kan termasuk KEJ poin kedua” 
Tri Yulianti jurnalis rmolbengkulu.com mengungkapkan, 
“Sangat prihatin sekali dengan fenomena jurnalis yang saat ini kerap tidak dianggap 
profesional karena terkadang benar profesi jurnalis disalahgunakan dengan adanya 
kebebasan maka seorang jurnalis bersikap seenaknya saja tanpa etika ataupun 
beberapa uraian pokok pembahasan dalam KEJ sehingga mereka tidak menjadikan 
KEJ sebagai pedoman dalam melakukan profesi jurnalis. Sebagian masih bersikap 
independen Ya, untuk diketahui jurnalis itu merupakan alat kontrol sosial 




mengumpulkan beberapa data dan fakta dan kemudian diterbitkan dalam 
pemberitaan yang akurat. Seperti yang saya ketahui, terutama di media online. 
jurnalis cukup berimbang dalam melakukan peliputan atau pemberitaan namun 
beberapa juga ada media yang tidak melakukan hal tersebut karena memiliki alasan 
tertentu” 
Yudha Tri Atmaja jurnalis Bengkulu Ekspress Televisi mengatakan, 
“Ini yang sangat disayangkan, sebenarnya balik-balik ke medianya harus mencari 
orang-orang yang bisa atau mampu bukan hanya sekedar mencari nafkah, semua 
orang bisa menjadi jurnalis tapi kembali ke media yang harus selektif untuk 
mencari seorang jurnalis karena sejauh ini banyak fenomena-fenomena media dan 
juga wartawan yang tidak mengerti peran seorang jurnalis dan KEJ. Hanya 
beberapa, khususnya dalam tahun-tahun PILEG banyak jurnalis yang tidak 
bersikap independen demi keuangan. Seharusnya wartawan menyampaikan berita 
akurat ke khalayak, harus beritikad baik, wartawan jika ada niat buruk ketika mau 
menulis berita itu jelas salah atau beritikad buruk pada orang lain. Sejauh ini 
informasi apa yang didapat dan didengar itu langsung dibuat padahal sumbernya 
belum jelas atau sumber memang berbicara seperti itu misalkan ada dugaan 
korupsi salah seorang menyampaikan ketika itu tidak di crosscheck ternyata tidak 
benar, sebuah berita harus diuji terlebih dahulu.” 
 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam perspektif jurnalistik, 
diketahui bahwa setiap informasi yang disajikan kepada khalayak, bukan saja harus benar,  
jelas dan akurat, melainkan juga harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Inilah 
antara lain yang membedakan karya jurnalistik dengan karya lainnya seperti karya ilmiah. 
Oleh karena itu, kegiatan jurnalis dalam menginformasikan karya jurnalistik harus benar-
benar profesional dan obyektif. Karya jurnalistik harus benar dan dikemas dalam fakta yang 
sesungguhnya tanpa meninggalkan aturan-aturan yang mengikat bagi jurnalis itu sendiri. 
Fenomena pers Indonesia era reformasi saat ini diwarnai dengan jumlah pertumbuhan 
lembaga pers yang tidak terkendali.  
Dalam perkembangannya, media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, 
budaya, ekonomi, hingga politik. Di tinjau dari aspek sosial-budaya, media massa merupakan 
institusi sosial yang dapat membentuk gambaran realitas serta dianggap sebagai perwujudan 
dalam semua aspek sosial yang berlaku umum. Ketika ditinjau secara ekonomis, media 
adalah institusi bisnis yang mampu membantu masyarakat untuk memperoleh keuntungan 
dari berbagai usaha yang dilakoninya. Sementara dari aspek politik, media massa turut 
memberi ruang atau arena pertarungan wacana bagi kepentingan berbagai kelompok sosial 
dan politik yang ada dalam masyarakat demokratis. Pentingnya keberadaan media massa 
dalam lini kehidupan masyarakat, mendorong media massa ikut serta dalam kancah 
perpolitikan, media massa kerap dianggap sebagai alat komunikasi yang ampuh dalam 
menjembatani pesan-pesan politik dari komunikastor politik kepada khalayak, tetapi lebih 
dari itu, keterlibatan media massa dalam arus perpolitikan acapkali menciptakan prasangka 
terhadap obyektifitas media itu sendiri. Keterlibatan media dalam pemberitaan politik juga 
diakui dari hasil  
Wawancara. Tri Yulianti dari rmolbengkulu.com mengatakan : 
“Berkaca pada pilwakot lalu, memang ada beberapa media yang bersikap tidak 
independen mereka memihak kepada salah satu paslon dikarenakan ada 
kepentingan tersendiri namun ada juga media online yang betul-betul berimbang 
menyajikan politik terkait  pilwakot beberapa waktu lalu. Mereka mempunyai 
kepentingan tersendiri baik itu pada paslon maupun media yang terkait. KEJ 
dikesampingkan ketika dalam pemberitaan politik itu berarti menandakan bahwa 




pembahasan mengarah kepada kepentingan maupun kekuasaan yang saling 
menguntungkan antara paslon dengan seorang jurnalis. Karena dalam suatu media 
iklan merupakan suatu bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan, 
sehingga adanya proses dukung-mendukung antara paslon yang kemudian 
diberitakan secara menarik dan secara terus-menerus oleh media karena mereka 
ingin mendapatkan keuntungan dari paslon tersebut.” 
Yudha Tri Atmaja, jurnalis Bengulu Ekspress Televisi mengatakan : 
“Sebenarnya KEJ itu memang menjadi kekuatan utama seorang jurnalis untuk 
menjaga keprofesionalitas tapi untuk pilwakot kemarin banyak yang tidak, karena 
media berpihak kepada salah satu paslon dan menjelekkan paslon lainnya. Sehingga 
KEJ banyak ditinggalkan oleh kawan-kawan wartawan. Jika pilwakot lalu balik-
balik berbicara ketika kontrak iklan jelas, ketika salah satu media dikontrak iklan 
oleh salah satu paslon seperti itu yang sulit untuk dihindari. Untuk yang di Bengkulu 
yang benar-benar murni bisa diomong tidak ada untuk yang swasta, kecuali TVRI 
dan RRI. Sementara terkait pemberitaan politik itu bersumber dari kontrak iklan, 
dijanjikan media tersebut akan dibesarkan jika paslon itu menang. Media online 
hampir 99% seperti itu. Fenomena ini balik lagi keuangan, media tidak bisa hidup 
tanpa iklan.” 
Muhammad Rezky Ilfan Hervanda jurnalis  Radio Swara Unib menegaskan: 
“Karena dalam politik, jika seorang jurnalis begitu mendalami dunia tersebut, 
pastinya dia mempunyai pilihan tersendiri, hal inilah yang bisa membuat KEJ 
dikesampingkan jika jurnalis tersebut tidak benar-benar mendalami dan menaati 
KEJ yang ada. Sekali lagi, fenomena ini bisa terjadi karena pemihakan dari jurnalis 
terhadap calon pilihannya sendiri, atau bisa juga dikarenakan adanya bayaran 
tersendiri terhadap jurnalisnya dan mental jurnalis yang lemah. Salah satu 
keuntungannya dalam mendukung salah satu pasangan bisa karena faktor finansial, 
tidak independen, tidak profesional, tidak perduli dengan KEJ yang berlaku atau 
memang dari awal tidak tahu mengenai KEJ.” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai jurnalis, diketahui bahwa dalam setiap 
kegiatan kejurnalistikan dituntut agar pemberitaan media massa sesuai dengan azas dan 
prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni dapat menjunjung tinggi azas 
objektifitas, akurat dalam penyajian pemberitaannya, adil dan berimbang ketika menampilkan 
narasumber, serta dapat menunjukkan dan menegaskan posisi netralitasnya. Selain itu pula, 
wajib bagi setiap jurnalis, dalam melaksanakan kegiatan kejurnalistikan agar menaati kode 
etik jurnalistik.  
Peran media massa yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan publik, memicu 
banyak pihak dari golongan politik untuk menguasai media massa melalui penyebaran pesan 
komunikasi. Menjadi masalah kemudian, apabila terjadi penyimpangan terhadap fungsi 
media sebagai sarana komunikasi massa yang tidak lagi mengutamakan kepentingan publik, 
terutama jika hal ini dilakukan oleh sang pemilik modal dan sebagai aktor politik. Sebagai 
pemilik pemilik modal, tentunya mereka memiliki kuasa untuk dapat mengintervensi 
kebijakan redaksi. Sayangnya, beberapa media massa seakan memanfaatkan situasi ini untuk 
memuluskan para pemilik modal dan aktor politik untuk kemenangan calon tertentu melalui 
pemberitaan yang disampaikannya. Akibatnya, objektivitas pemberitaan sebagai syarat bagi 
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis telah dikesampingkan. 
Sekarang ini harus diakui bahwa fenomena pemanfaatan media massa sebagai alat politik 
dalam pertarungan kepentingan elit tertentu telah menjadi gejala umum yang terus menjalar 
tidak hanya di ranah nasional tetapi juga di daerah. Berbagai ajang pencitraan yang 
berlebihan, tendensi sikap yang diskriminatif terhadap golongan atau tokoh tertentu, serta 




Kondisi seperti ini merupakan hal dilematis yang telah menciderai kehidupan masyarakat 
demokratis, dimana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang 
objektif. Sementara media massa sebagai sarana pemenuhan informasi paling dipercaya 
justru mulai ditunggangi oleh elit politik tertentu yang berkepentingan mengarahkan pilihan 
politik masyarakat kepada apa yang dia munculkan sebagai pilihan tunggal. 
 
KESIMPULAN   
Sebagai insan media, baik di lapangan maupun di balik meja redaksi, harus mengingat 
pentingnya menegakkan idealisme jurnalis yang meliputi rasa tanggung jawab, objektivitas 
pemberitaan bagi publik dengan berpedoman mengutamakan kepentingan masyarakat umum, 
bukan golongan apalagi elit tertentu saja. Pemberitaan media massa haruslah sesuai dengan 
azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku secara universal, yakni menjunjung tinggi azas 
objektivitas, akurat, adil, berimbang, dan menegaskan posisi netralitasnya. Setiap pelaku 
jurnalistik dalam pemberitaannya wajib menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan tidak 
meletakkan profesi baik kepada aktor politik maupun pemilik modal sehingga pemberitaan  
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